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KONSTRUKSI MAKNA DISIPLIN KERJA DALAM MASYARAKAT AKADEMISI 
STAIN KENDARI 
Oleh : Umi Rohmah*1 
Abstrak 
Makna sebuah realitas dapat dibentuk melalui pengetahuan yang telah ada sebelumnya 
atau pengalaman masyarakat sehingga makna dapat dikonstruksi oleh budaya dan 
masyarakat, sedangkan disiplin sering diidentikkan dengan kerja dan produktivitas. 
Berdasarkan isu ini pembentukan makna disiplin kerja di kalangan masyarakat akademisi 
tentu memiliki keunikan tersendiri jika ditelisik dari pengetahuan atau budaya yang telah 
melekat pada mereka karena masing-masing individu berbeda dalam melihat statusnya 
sehingga berbeda pula dalam memaknai disiplin kerja seperti dalam praktik pelaksanaan 
fungsi dan tugas sebagai akademisi. 
Kata kunci: konstruksi disiplin, kerja, akademisi. 
 
Abstract 
The meaning of a reality can be constructed by internalized knowleadge or values from the social 
experience so that a meaning is able to be culturally and socially constructed, wheareas dicipline is 
generally identified by productivity and work performance. Based on this issue the construction of 
dicipline in work among academic society has special uniqeness if it is scrutinized from the 
internalized knowledge and culture since every individual has different opinions about the academic 
status so that the meaning of dicipline in work, such as implementing the academic functions and 
tasks, is also different. 
Key word: the construction of dicipline, work, academician. 
 
A. Pendahuluan 
Disiplin merupakan isu yang terus dikembangkan dalam organisasi dalam rangka 
pencapaian target kerja organisasi atau meningkatkan performance dari sebuah organisasi. 
Masyarakat Malaysia tidak henti-hentinya membicarakan kedisiplinan dalam organisasi 
pendidikan.2 Disiplin dapat dilambangkan dengan keteraturan jam kerja dan hasil kerja, 
namun menurut penelitian yang dilakukan terhadap 60 dosen, ternyata motivasi 
berprestasi lebih berpengaruh terhadap kinerja daripada disiplin.3 Misalnya pencapaian 
waktu yang sudah ditetapkan oleh organisasi dengan yang dilaksanakan oleh anggota atau 
                                                            
* Umi Rohmah merupakan dosen jurusan Syariah STAIN Kendari dengan alamat email 
urohmah@gmail.com. 
1Tulisan ini merupakan salah satu sub kajian dalam laporan hasil penelitian yang berjudul 
“Perlawanan Dosen PNS terhadap Disiplin (studi implementasi PP No. 53 Tahun 2010 di STAIN Kendari).” 
2 Khalim Zainal dan Wan Zulkifli Wan Hassan, “Pendekatan Islam Dalam Menangani Masalah 
Disiplin Tegar dalam Kalangan Pelajar Sekolah”, Journal of Islamic and Arabic Education 1 (2) 2009, 
hlm.1-14. 
3 Tuti Sulastri, “hubungan motivasi berprestasi dan disiplin dengan kinerja dosen,” Jurnal optimal, 
Vol. 1 No. 1 Maret 2007. 
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masyarakat organisasi tersebut walaupun mungkin yang menetapkan kebijakan organisasi 
adalah para elite yang jumlahnya sangat terbatas. Ini tidak hanya terjadi di organisasi 
perusahaan namun juga pada organisasi kampus seperti STAIN Sultan Qaimuddin 
Kendari. 
STAIN Kendari sebagai salah satu perguruan tinggi Islam yang memiliki target 
produksi budaya sumber daya manusia yang diringi dengan adanya target tranformasi 
budaya kerja masyarakat akademisinya menunjukkan adanya progressivitas antara tahun 
2011 hingga tahun 2013.4 Tradisi akademik di kampus ini tampak mengalami peningkatan 
terlihat dari maraknya kegiatan-kegiatan akademik seperti pelatihan, seminar, dan 
pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya yang menunjang terjadinya fenomena akademik yang 
dinamis tanpa ada demonstrasi dan gejolak politik yang berarti,5 namun demikian masih 
ditemukan kegelisahan para dosen akan ketentuan disiplin kerja yang ditetapkan oleh 
pimpinan karena adanya perbedaan pemaknaan terhadap disiplin. Berangkat dari 
kegelisahan inilah penelitian ini dilakukan. 
  
B. Permasalahan 
Isu disiplin kerja menjadi salah satu elemen penting dalam mengelola organisasi 
demi tercapainya tujuan organisasi, sehingga pemaknaan disiplin kerja antara satu anggota 
mayarakat organisasi dengan yang lainnya harus selaras dan menuju ke arah yang sama 
sehingga semua anggota bergerak ke arah yang sama menuju tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan begitu pun dengan para pimpinan. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi 
pada masyarakat intelektual STAIN Kendari yang melaksanakan disiplin dengan cara yang 
berbeda, di mana masing-masing memiliki interpretasi disiplin yang berbeda dan 
menimbulkan kegelisahan bagi kalangan dosen, sehingga penting untuk menemukan 
makna disiplin yang selama ini diperdebatkan. 
 
C. Metodologi 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena data yang 
digali bersifat kualitatif, sehingga metode yang digunakan dalam penggalian data adalah 
                                                            
4 Pimpinan lembaga, wawancara, 1 Agustus 2013. 
5 Hasil pengamatan peneliti 2011-2013. 
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wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari 
masyarakat akdemisi di STAIN Kendari terkait pandangan mereka tentang disiplin kerja. 
Selain itu, observasi juga dilakukan untuk menggali data terkait praktik disiplin yang dapat 
menunjukkan makna atau simbol dari disiplin kerja itu sendiri. 
 
D. Kajian Relevan 
Hasil penelitian salah seorang dosen UNISMA Bekasi yang dilakukan selama 6 
bulan terhadap 60 dosen menunjukkan bahwa motivasi untuk berprestasi dari dosen lebih 
berpengaruh terhadap kinerja dan performance para dosen dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya dibadingkan variabel disiplin, yakni mencapai 42.25 % lebih tinggi dari variabel 
disiplin yang mencapai 37.82%.6 Adapun penilaian kinerja PNS selain dosen pada 
umumnya sebagaimana dibahas oleh Amran menunjukkan bahwa displin kerja aparat 
pemerintah di kementerian sosial Kabupaten Gorontalo mempengaruhi kinerja mereka 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan negara, yakni sebesar 58. 40% 
dengan besaran variabel displin 70.19%. 7  Selanjutnya, kinerja PNS khususnya pada 
kementerian agama kabupaten Serang yang dievaluasi oleh Kurniawan menunjukkan 
bahwa kinerja pegawai negeri di kementerian agama Serang dinyatakan baik karena t 
hitung lebih besar atau sama dengan t tabel. Namun dia menyarankan agar PNS lebih 
meningkatkan lagi produktivitas dengan disiplin kerjanya.8 Berdasarkan kajian-kajian 
tersebut, sementara ini belum ada yang meneliti dan mengkaji pembentukan makna 
disiplin di kalangan akademisi. 
 
E. Pembahasan 
1. Definisi  
Konstruksi merupakan bentuk proses pelembangan atau produksi san 
reproduksi sosial atau budaya yang didefinisikan berbeda-beda oleh masing-masing 
                                                            
6 Tuti Sulastri, “Hubungan Motivasi Berprestasi dan Disiplin dengan Kinerja Dosen”, Jurnal Otimal, 
Vol. 1, No.1, Maret 2007. 
7 Amran, “Pengaruh Disiplin kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen Sosial Kabupaten 
Gorontalo”, Jurnal Ichsan Gorontalo, Vol. 4 No. 2, Edisi Mei-Juli 2009, hlm. 2397-2419. 
8 Ade Kurniawan, Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Serang, Skripsi Program Strata 1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012. 
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pakar. Menurut Berger (1991:35) konstruksi terjadi melalui proses eksternalisasi, 
objektivasi, dan internalisasi.9 Ekternalisasi terjadi pada saat proses perkenalan antara 
peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan dilanjutkan dengan objektivasi 
untuk merespon simbol-simbol eksternal yang telah dikirimkan pada saat perkenalan 
tersebut sehingga memunculkan dialektika antara pengetahuan yang telah ada pada 
diri masyarakat dengan prediksi dan manipulasi tindakan berulang kali menjadi 
sebuah pengetahuan dan telah melembaga yang disebut dengan internalisasi. 
Disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin diciplina yang berarti menaati 
peraturan. Definisi ini sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disiplin dimaknai 
sama dengan pendidikan, yaitu belajar dengan pembiasaan dan perintah, dan yang 
didisiplinkan adalah mind dan jasad. Disiplin dapat dilakukan dengan tujuan preventif 
dan korektif, preventif artinya untuk mencegak terjadinya penyelewengan sedangkan 
korektif adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran lebih lanjut.10 Pada 
lembaga pendidikan dapat dilakukan pendisiplinan dengan kedua maksud ini. 
Makna. Merupakan salah satu elemen dari sebuah interaksi karena dalam 
interaksi terdapat tiga elemen, yakni tindakan (action), sesuatu  (thing), dan makna 
(meaning).11 Arend juga menjelaskan bahwa setiap realitas peristiwa tidak bebas dari 
makna, sehingga realitas muncul dengan makna yang bersifat relatif kebenarannya. 
Pemaknaan realitas dipengaruhi oleh pengetahuan dan latar belakang individu baik 
secara budaya seperti pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai kebiasaan maupun 
sosial seperti status dan struktur sosial seseorang.12 
Dosen dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dosen yang dimaksudkan di sini yang 
ada pada perguruan tinggi dan atau disebut dengan istilah profesi pendidik. Pada 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa dosen 
adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, 
                                                            
9 Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Cet. IV.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 
hlm. 234.  
 
10 Tuti Sulastri, “Hubungan Motivasi Berprestasi dan Disiplin dengan Kinerja Dosen”, Jurnal Otimal, 
Vol. 1, No.1, Maret 2007 
11 Ronny Rahman Nitibaskara & Bambang Widodo Umar, Sosiologi Hukum, Universitas Gajah Mada, 
2010. 
12 Patricia Owens, “Hannah Arendt”, dalam Edkins, Jenny & Williams, Nick Vaughan (ed). Teori-Teori 
Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional, Yogyakarta: Baca, 2009, hlm. 45-46. 
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mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.13 Sementara 
pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas 
dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.14 
Profesional. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 
disebutkan bahwa profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 
keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 
tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.15 Sementara ciri-ciri seorang profesional 
adalah sebagai berikut: 
a. Mendapatkan izin dari negara untuk melakukan kegiatan profesi; 
b. Menjadi anggota organisai atau asosiasi profesi yang menegakka standar dan atau 
cita-cita perilaku dan yang mendisiplinkan diri sendiri sesuai dengan standar itu; 
c. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat 
lainnya tentang profesi bersangkutan; 
d. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya; dan 
e. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberikan bantuan 
kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya tanggung jawab dan tugas 
khusus.16 
 
2. Makna Disiplin 
Lembaga Kementerian Agama sebagai sebuah lembaga yang mempekerjakan 
dosen PNS telah membuat aturan main untuk mendisplinkan PNS yang berada di 
bawah kekuasaannya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama nomor 28 tahun 
                                                            
13 UU No. 14 Tahun 2005 Bab I, pasal 1 (2). 
14 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, Bab I, pasal 1 (1). 
15 UU No. 14 Tahun 2005 Bab I, pasal 1 (4). 
16 Daryl Koehn, Landasan Etika Profesi, alih bahasa Agus M. Hardjana (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 
hlm. 78.  Lihat dalam Syamsul Anwar, “ Profesionalisme Dalam Perspektif Hukum Islam”, Studi 
Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 24-27. 
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2013 tentang disiplin kehadiran PNS di lingkungan kementerian agama. Peraturan 
tersebut dibuat berdasarkan hasil pemaknaan dari peraturan pemerintah nomor 53 
tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74). Pada peraturan pemerintah tersebut pasal 3 ayat 11 disebutkan, 
“PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja,” sementara pada ayat 12 
dinyatakan, “PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.” Kedua ayat 
tersebut saling terkait dan ini menunjukkan bahwa PNS dituntut untuk masuk kerja 
dalam rangka mencapai sasaran kerja pegawai sebagaimana yang ditetapkan sesuai 
dengan professionalitas masing-masing, termasuk dosen yang diwajibkan bekerja sesuai 
dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. 
Pada permenag nomor 28 tahun 2013 tentang disiplin kehadiran Bab V 
Ketentuan lain-lain pasal 13 disebutkan, “ketentuan jam kerja pada madrasah dan Perguruan 
Tinggi Agama Islam Negeri diatur dalam aturan tersendiri.”17 Redaksi ini ternyata juga 
dimaknai berbeda oleh lembaga ini dan juga para dosennya. Penguasa menyebutkan, 
“Ya sebelum ada aturan khusus, kita pakai saja aturan umum (hadir 7.5 jam per hari) ....dosen 
itu kan juga PNS.”18 Ini dapat diasumsikan bahwa pimpinan lembaga perguruan tinggi 
Islam negeri ini menghendaki pelaksanaan aturan umum untuk semua PNS termasuk 
dosen untuk mentaati aturan disiplin jam kerja yang ditetapkan dalam Permenag pada 
Bab-bab sebelumnya yang dapat dilihat pada lampiran 2. Pemaknaan dan praktik 
pelaksanaan disiplin PNS yang dimaksudkan adalah semua PNS wajib memenuhi 7.5 
jam per hari meskipun dimaknai berbeda oleh para dosen dengan melihat Permenag 
pasal 13 di atas. 
Disiplin merupakan upaya untuk menciptakan kestabilan organisasi  dan 
memenuhi target pencapaian yang ditetapkan. Kekuasaan dan kepentingan dalam 
organisasi memiliki potensi hegemoni dalam merealisasikan disiplin, di antaranya 
adalah pelaksanaan disiplin profesi dosen. Pendisiplinan melalui hegemoni adalah cara 
halus untuk mengatur tubuh orang agar mengikuti aturan main yang telah dibuat oleh 
penguasa dengan meyakinkan para pelakunya.19 Selain itu, pendisplinan tubuh dengan 
                                                            
17 Permenag RI no. 28 tahun 2013. 
18 Hasil wawancara dengan para pimpinan lembaga tanggal 1 Agustus 2013. 
19 Lihat Haryanto. Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana (S2) 
Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas gajah Mada, 2005, hlm. 145-162. 
Jurnal Al-‘Adl  Vol. 6 No. 2 Juli 2013 
152 
pola kerja baru seringkali mendapat respon yang negatif dari tubuh itu sendiri terlebih 
lagi apabila pola lama telah mapan dan melembaga dalam tubuh tersebut sehingga 
kekuasaanlah yang mampu mendisiplinkan dan mengatur kerja-kerja tubuh mengingat 
setiap perubahan senantiasa membutuhkan penyesuaian dan penyelerasan yang bersifat 
penolakan dan penerimaan. Penolakan dapat terjadi apabila para pelaku merasa aturan 
baru itu mengganggu stabilitas yang sudah mapan dalam masyarakat, seperti 
pemberlakuan disiplin kehadiran dosen PNS yang diterapkan di lembaga ini. Ini senada 
dengan yang disampaikan oleh pimpinan lembaga,  
“....orang atau kalau kultur itu sudah merasa enjoy, maka orang itu kan sulit berobah 
walaupun perubahan itu secara konsep itu lebih baik karena ketika mau berobah itu kan 
ada zona kenikmatan yang harus ia kurangi sekaligus tinggalkan.”20 
Pembentukan pola kerja baru bagi dosen dilakukan oleh penguasa lembaga 
melalui kertas bicara yang kirim kepada masing-masing dosen dan ditempel di kaca, di 
dinding, dan di papan bicara. Kertas-kertas bicara tersebut hanya mampu memberikan 
informasi bahwa setiap pegawai dituntut untuk hadir di lembaga mulai jam 7.30 sampai 
dengan jam 16.00. Aturan main tersebut menyebutkan bahwa setiap PNS dituntut untuk 
datang dan pulang dengan melakukan finger print, namun informasi ini hanya ada pada 
kertas yang ditempel bukan kertas yang dikirim langsung kepada dosen. 21 
Pola komunikasi melalui kertas bicara itu dapat disebut media komunikasi satu 
arah karena kertas hanya menyampaikan pesan melalui kata-kata yang tertulis di 
atasnya tanpa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau respons dari para 
pembacanya. Bentuk komunikasi ini menurut pengakuan sebagian dosen tidak efektif 
karena kertas-kertas itu tidak mampu memberikan respons balik dari ketika para dosen 
ingin melakukan konfirmasi terhadap simbol-simbol yang penguasa kirimkan melalui 
bantuan kertas bicara. Ini terbukti dari pernyataan dari seorang dosen,  
“Bagaimana kita tahu kalau suratnya saja kita tidak terima. Yang menerima surat edaran 
saja tidak tahu. Saya hanya membaca sekilas di dekat tempat ceklok dan saya juga tidak tau 
loh kalau dosen juga harus ceklok dua kali. Kan kita selama ini hanya satu kali ceklok ji.”22 
                                                            
20 Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga tanggal 1 Agustus 2013. 
21 Hasil wawancara dengan  bagian umum dan kepegawaian  tanggal 1 Agustus 2013. 
22 Hasil wawancara dengan dosen, 17 Juni 2013. 
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Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebagian dosen pada saat itu baru mengetahui 
bahwa mereka dituntut untuk finger print dua kali sehari, yakni pada saat datang dan 
pada saat pulang. Ini dapat dilihat pada kertas bicara seperti pada gambar 1 berikut: 23 












Informasi tentang aturan disiplin pada gambar di atas tersebut mengundang respons 
yang berbeda dari para dosen dan tenaga kependidikan di lembaga ini. Kertas di atas 
menyebutkan penguasa ingin menyampaikan pesan kepada “seluruh Pegawai Negeri Sipil 
STAIN Kendari,” bahwa 
“PNS wajib memenuhi jam kerja 7,5 jam per hari,” dan “setiap PNS wajib absen pada saat masuk 
kerja kantor dan saat pulang kerja kantor tepat waktu, sesuai dengan ketentuan jam tersebut”, 
“PNS yang hadir setelah pukul 09.00 tanpa alasan yang sah dinyatakan tidak hadir dan tidak 
diberikan tunjungan uang makan.”  
Kata-kata tersebut dimaknai oleh penguasa bahwa dosen termasuk pegawai negeri sipil, 
sementara dosen memaknai bahwa disiplin dosen itu berbeda dengan disiplin PNS 
lainnya. Ini dinyatakan dengan jelas oleh pimpinan lembaga untuk bidang akademik, 
“dosen itu kan juga PNS”24 dan  
“dosen dan pegawai administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga kalau ada aturan 
bahwa kita harus mencukupkan jammasuk kantor kita 7.5 jam dalam satu hari atau 37.5 
                                                            
23 Hasil observasi  tanggal 20 Juni 2013. 
24 Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga bidang akademik tanggal 1 Agustus 2013. 
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jam minimal dalam satu minggu maka kewajiban itu bukan hanya dibebani untuk pegawai 
administrasi termasuk juga kepada dosen”.25 
sehingga aturan disiplin kehadiran tersebut juga berlaku untuk dosen, sedangkan para 
dosen mengatakan, “kita ini kan bukan pegawai administrasi, kalau dosen yang diberikan tugas 
tambahan gak pa pa diperlakukan sama dengan staf”26 (dalam pemberlakuan 7.5 jam kerja per 
hari). Menurut pengakuan dosen lain, “dosen kan tugasnya  bukan hanya di kampus, beda 
dengan staf.”27 Artinya, disiplin dosen itu dimaknai berbeda dengan disiplin PNS lainnya 
oleh para dosen namun dimaknai sama oleh pimpinan lembaga bidang akademik, kalau 
“dosen itu... juga PNS.”28. 
Pada kesempatan lain, pimpinan lembaga bidang kepegawaian memaknai 
disiplin dosen lebih kontekstual sebagai berikut: 
“Saya kira di semua kampus, di semua perguruan tinggi itu ada beda-beda, ada 
perbedaan pemahaman. Bagi dosen, pemahamannya tugas pokoknya adalah mengajar, 
melakukan penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tidak harus full di kampus. Nah 
berdasarkan pemahaman seperti itu, maka tidak wajib e... dosen itu hadir setiap hari 
kerja atau setiap jam. Nah. Itu juga di kita yang masih berlaku. Makanya bagi dosen 
ya... tidak terlalu ketat tidak harus mengikuti aturan seperti tadi. Tapi bagi yang 
menyadari bahwa selain sebagai tenaga edukasi dosen juga sebagai PNS, maka yang 
namanya PNS wajib, wajib hukumnya hadir ke kantor atau ke kampus itu dalam 
mengikuti kedisiplinan PNS.”29 
Pernyataan pimpinan tersebut senada dengan disiplin kehadiran dan kerja dosen yang 
dimaknai oleh para dosen seperti berikut: 
a. “Sedetik pun itu dosen kalau dia tampil di sini, itu harus dihargai.... tanpa kita ceklok pulang 
itu jelas-jelas kita hadir dan tidak mungkin kita hadir total di kampus.”30 
b. “Dosen hadir dan mengajar pulang itu sudah hadir kan... dosen kan bukan administrasi.”31 
                                                            
25 Ibid. 
26 Hasil observasi 18 Juni 2013. 
27 Ibid. 
28 Hasil wawancara dengan para pimpinan lembaga tanggal 1 Agustus 2013. 
29 Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga, 1 Agustus 2013. 
30 Hasil observasi tanggal 31 Agustus 2013 
31 Ibid. 
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c. “disiplin itu kita hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, saya kira... disiplin 
itu di dunia apa saja selalunya dia simpan yang pertama nanti menyusul yang lain 
kejujuran, keadilan. Karena orang yang sudah disiplin semua pekerjaan selesai. Intinya, 
disiplin itu kedatangan orang tepat pada waktunya.”32 
d. “tepat waktu. Semua perencanaan itu selesai sesuai dengan yang direncanakan....”33 
e. “yang penting pekerjaan itu beres.”34 
f. “kehadirannya di depan kelas itu suatu persaksian bahwa dia hadir.”35 
g. “Kalau sudah kontrak kuliah jam 8 masuk, maka dia harus jam 8 masuk. Itu baru disebut 
disiplin dosen.”36 
h. “Disiplin untuk dosen itu lebih menekankan ke mengajarnya, misalnya disiplin pada saat 
mengajar. Maksudnya jangan telat kalau masuk jam mengajarnya itu, jam tujuh misalnya, 
jam tujuh masuk, tidak boleh molor.”37 
i. “Kalau absen hanya untuk lp itu, gak termasuk disiplin namanya.”38 
j. “Dia harus mengajar minimal 12 kali sampai 16 kali selama satu semester. Untuk sekarang 
dia harus menerbitkan 2 karya ilmiah satu semester.”39 
Perbedaan makna disiplin oleh pihak penguasa, antara pimpinan bidang 
akademik dengan pimpinan bidang kepegawaian dan dosen-dosen tampak dari ulasan 
di atas. Pemaknaan penguasa terhadap aturan disiplin disosialisasikan bukan hanya 
kepada para staf tetapi juga kepada dosen, sehingga makna yang beredar dan tersebar 
dalam ranah lembaga ini adalah makna yang bersifat relatif dan subyektif 
kebenarannya. Namun demikan, makna subyektif tersebut menunjukkan sebuah trend 
di mana para dosen memaknai disiplin lebih mengarah kepada kegiatan pelaksanaan 
profesinya sebagai dosen yang memiliki tugas pengajaran. Ini artinya, pemaknaan 
mereka dipengaruhi oleh kapital simbolik mereka yang berlatar belakang sebagai dosen, 
sementara pihak penguasa memaknai disiplin berdasarkan status PNSnya yang bukan 
                                                            
32 Hasil wawancara, 3 September 2013 
33 Hasil wawancara, 3 September 2013 
34 Ibid. 
35 Hasil observasi , 23 Mei 2013. 
36 Hasil wawancara, 2 September 2013 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Hasil wawancara, 3 September 2013. 
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hanya dosen tetapi juga pejabat struktural sehingga mereka berusaha menjadi contoh  
(uswatun hasanah) bagi bawahannya. 
Perbedaan pemaknaan disiplin yang dikirim melalui kertas bicara dipengaruhi 
oleh kapital simbolik seseorang yang didukung dengan adanya legalitas, seperti 
penguasa atau kelompok elite memaknai aturan kedisiplinan dan menyebarkannya 
kepada setiap anggota masyarakatnya karena mendapatkan legalitas dari pemerintah 
pusat. Menurut Weber model hegemoni tersebut didapatkan kaum elit melalui legal 
rasional dalam bentuk peraturan.40 Legalitas adalah salah satu kapital simbolik untuk 
memberikan keabsahan praktik hegemoni aturan main di lembaga sebagaimana pada 
gambar 1. Namun pada dataran praktik, makna disiplin dalam aturan main tersebut 
diekspresikan secara berbeda-beda oleh masing-masing anggota masyarakat lembaga 
termasuk dosen. Praktik tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa makna yang 
dimiliki oleh para pelaku yang bersifat unik, sehingga makna dalam praktik lebih 
bersifat subjektif tergantung konteks individu yang memaknainya. Ini sesuai dengan 
teori interaksionisme simbolik yang dijelaskan oleh Nitibaskara (2010) bahwa setiap 
tindakan itu tidak lepas dari makna atau nilai.41 Artinya, pemaknaan disiplin atau 
pengetahuan disiplin ini dibentuk melalui instruksi dan pembiasaan seperti yang 
diungkapkan oleh Ritongga yang mengutip perkataan Plato, we learn some thing by 
habituation and instruction.42 
Makna disiplin menjadi subjektif tatkala berwujud dalam peristiwa-peristiwa 
atau kejadian-kejadian dalam praktik disiplin. Misalnya disiplin menurut dosen elite 
yang sedang berkuasa adalah datang pada jam 7.30 dan pulang pada jam 16.00 
meskipun mereka hadir rata-rata di atas jam 7.30 dan pulang di atas jam 17.00. Selain itu, 
kelompok elite yang sedang berkuasa juga beberapa hari tidak hadir selama jam kerja. 
Pada fenomena lain, kelompok elite yang tidak sedang berkuasa hadir di lembaga rata-
rata memenuhi jumlah jam kehadiran dan hanya sesekali tidak hadir. Sebagian besar 
                                                            
40 Haryanto. Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana (S2) Politik 
Lokal dan Otonomi Daerah Universitas gajah Mada, 2005, hlm. 145-162. 
 
41 Ronny Rahman Nitibaskara & Bambang Widodo Umar, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Universitas 
Gajah Mada, 2010). 
42 Habibuddin Ritongga, Pengembangan Disiplin Dalam Perspektik Islam, Innovation, Vol.5, No. 10 
Edisi Juli-Desember 2006, hlm. 345.  
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dosen yang aktif mengajar juga hadir secara rutin ke kampus meskipun terkadang absen 
dalam beberapa hari, yakni datang sebelum jam 09.00. Fakta dari fenomena ini dapat 
dilihat pada rekaman kehadiran pada bulan Juni 2013.43 Bentuk praktik disiplin ini 
dapat mengindikasikan makna yang diekspresikan oleh dosen berkaitan erat dengan 
makna disiplin profesinya sebagai dosen seperti dijelaskan pada pembahasan 
selanjutnya.  
 
3. Makna Disiplin Kerja Dosen 
Dosen sebagai profesi diberikan tugas khusus untuk mengembangkan keilmuan 
yang dia miliki. Untuk itu dosen memaknai disiplin sesuai dengan tugas yang diberikan 
kepadanya. Ini senada namun juga berbeda dengan pernyataan pimpinan lembaga 
bidang akademik yang merupakan atasan langsung bagi para dosen,  
“dosen itu kan juga PNS, makanya aturan ini ya berlaku untuk dosen dan staf karena 
dosen itu kan sebelum diangkat menjadi dosen SK pertama yang dia terima apa? SK PNS 
kan? Dalam SK tersebut jelas dia diangkat untuk menjadi pegawai negeri sipil. Adapun 
kemudian dia diangkat menjadi dosen itu kan hanya tugasnya saja yang berbeda.”44 
Pada pernyataan di atas profesionalitas dosen sebagai PNS dimaknai sama 
dengan PNS lainnya, di mana letak perbedaan PNS dosen dan non dosen hanyalah pada 
tugas pokok dan fungsinya. Persepsi yang menyamakan dosen sebagai PNS dengan 
PNS lainnya pada bagian pelayanan administratif mendapat penolakan oleh dosen, 
seperti pernyataan berikut: 
“dosen itu tugasnya berbeda dengan staf. Dosen itu harus mempersiapkan materi 
mengajar, mengajar di kelas, membimbing mahasiswa, meneliti, dan pengabdian 
masyarakat. Kalau staf kan pekerjaannya bisa diselesaikan di kantor semua. Kalau dosen 
itu, seperti ngoreksi kerjaan anak-anak itu kan gak bisa selesai di kampus. Apalagi kalau 
konsultasi lewat telpon bahkan kadang malem loh.”45 
Berdasarkan pernyataan ini dapat diindikasikan bahwa dosen memiliki tugas berbeda 
dari staf karena sebagai sebuah profesi, “dosen itu PNS berlabel khusus istilahnya. Jadi, 
                                                            
43 Dokumen daftar hadir bulan Juni 2013. 
44 Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga bidang akademik tanggal 1 Agustus 2013. 
45 Hasil wawancara dengan dosen tahun 2012. 
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kehadirannya di depan kelas itu suatu persaksian bahwa dia hadir.”46Makna profesional juga 
dapat diasumsikan dari tindakan yang diungkapkan oleh dosen elite ini, 
“Kalau profesional, sosialisasinya dulu yang dipermantab, ini cuma ditempel. Ini 
persoalan sekian jam sekian jam kan ini hanya edaran begini. Harusnya kan dikumpul 
semua dosen, lalu diberi pemahaman yang seragam, biar tidak kaget, tidak bertanya-
tanya.”47 
Makna profesional dosen juga dapat dipahami dari pernyataan-pernyataan dosen 
sebagaimana berikut: 
a. “Bekerjanya dosen itu ya, pengajaran, penelitian dan pengabdian”48 
b. “Kalau sudah kontrak kuliah jam 8 masuk, maka dia harus jam 8 masuk. Itu baru disebut 
disiplin dosen.”49 
c. “Disiplin untuk dosen itu lebih menekankan ke mengajarnya, misalnya disiplin pada saat 
mengajar. Maksudnya jangan telat kalau masuk jam mengajarnya itu, jam tujuh misalnya, 
jam tujuh masuk, tidak boleh molor.”50 
d.  “Dia harus mengajar minimal 12 kali sampai 16 kali selama satu semester. .....Dia harus 
menerbitkan 2 karya ilmiah satu semester.”51 
e.  “Dosen itu tidak hanya mengajar, tetapi mendidik mahasiswa untuk lebih berkarakter. 
Yang bagus-bagus untuk menjadi yang berbeda dari sebelum menjadi mahasiswa. Selain 
mendidik, mengabdi kepada masyarakat, mengembangkan ilmunya dengan penelitian, 
mengembangkan kepribadiannya. Dia kan menjadi contoh untuk mahasiswanya otomatis 
dia juga harus dirinya sendiri supaya bisa menjadi contoh yang baik untuk 
mahasiswanya.”52 




46 Hasil observasi dengan dosen setelah penerimaan uang lauk pauk pada minggu kedua bulan Juni 
2013. 
47 Hasil wawancara dengan dosen tanggal 23 Mei 2013. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Hasil wawancara dengan dosen tanggal 2 September 2013. 
51 Hasil wawancara dengan dosen tanggal 3 September 2013. 
52 Hasil wawancara dengan dosen tanggal 2 September 2013. 
53 Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga bidang kepegawaian tanggal 1 Agustus 2013. 
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Rangkaian makna profesi dosen tersebut menunjukkan bahwa dosen ingin dianggap 
berbeda dari PNS lainnya yang tugas pokoknya tidak seperti mereka, di mana dosen 
tugasnya tidak hanya bersifat ilmiah di bidang keilmuannya tetapi juga bersifat non 
ilmiah seperti pendidikan karakter bagi dirinya sendiri, mahasiswa, dan masyarakat. 
Berdasarkan pemaknaan tadi maka dosen menuntut adanya kebijakan khusus bagi 
mereka seperti ungkapan ini: 
 “ada aturan tambahan (pada bab V pasal 13 permenag no 28 tahun 2013) untuk perguruan 
tinggi dan madarasah, maka Dosen itu ada kebijakan-kebijakan khusus..”54 
Ini senada dengan pernyataan pimpinan bahwa dosen di lembaga ini sudah semakin kritis 
terhadap aturan,  “saya lihat dosen semakin cerdas dan bijak dalam menyikapi aturan yang ada. .... 
Misinterpretasi ini soal status dosen.” Status dosen dimaksudkan di sini adalah seperti 
ungkapan,  
“bagi yang menyadari bahwa selain sebagai tenaga edukasi dosen juga sebagai PNS, maka 
yang namanya PNS wajib, wajib hukumnya hadir ke kantor atau ke kampus itu dalam 
mengikuti kedisiplinan PNS.” 55 
Dosen sebagai PNS yang memiliki tugas khusus juga dituntut untuk mampu 
mengatasi masalah dengan baik dan setiap akan melakukan tindakan yang berdampak 
terhadap masyarakat, dia diharapkan melibatkan dan mengikutsertakan sumber daya 
manusia yang memiliki kekayaan budaya dengan berdiskusi dan bernegosiasi. Negosiasi 
dalam ranah budaya dosen sangat penting karena ia merupakan modal yang dapat 
bermanfaat dalam melaksanakan tugasnya sebagai professional. Modal budaya yang dapat 
mendukung praktik profesi dosen di antaranya adalah otonomi dalam melaksanakan 
profesinya. Otonomi di sini dimaknai oleh dosen, ”dalam membuat desain pembelajaran, 
menggunakan strategi pembelajaran, dan memberikan nilai kepada anak didiknya.”56  
 
F. Penutup  
Proses pembentukan budaya disiplin dan professionalitas dosen merupakan 
tantangan yang menuntut kebijakan dan kerja cerdas yang berorientasi kepada performance 
dan hasil kerja yang terukur dan mampu mendorong setiap dosen untuk terus lebih 
                                                            
54 Hasil observasi 31 Agustus 2013. 
55 Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga bidang kepegawaian, 1 Agusstus 2013 
56 Hasil wawancara dengan dosen 20 Oktober 2012. 
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meningatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam rangka pelaksanaan tri darma 
perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas diri dan mahasiswanya agar lebih berprestasi 




Abdullah, Irwan. 2010. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Cet. IV. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar.  
Amran, 2009. “Pengaruh Disiplin kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen 
Sosial Kabupaten Gorontalo”, Jurnal Ichsan Gorontalo, Vol. 4 No. 2, Edisi Mei-
Juli 2009 
Anwar, Syamsul, 2007. “ Profesionalisme Dalam Perspektif Hukum Islam”, Studi Hukum 
Islam Kontemporer, Jakarta: RM Books. 
Haryanto. 2005. Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana 
(S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas gajah Mada. 
Koehn, Daryl. 2000. Landasan Etika Profesi, alih bahasa Agus M. Hardjana, Yogyakarta: 
Kanisius  
Kurniawan, Ade. 2012. Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Serang, Skripsi Program Strata 1 Program Studi Ilmu Administrasi 
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 
Nitibaskara, Ronny Rahman & Umar, Bambang Widodo. 2010. Sosiologi Hukum, Universitas 
Gajah Mada. 
Owens, Patricia. 2009. “Hannah Arendt”, dalam Edkins, Jenny & Williams, Nick Vaughan 
(ed). Teori-Teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional, 
Yogyakarta: Baca. 
Ritongga, Habibuddin. 2006. Pengembangan Disiplin Dalam Perspektik Islam, Innovation, 
Vol.5, No. 10 Edisi Juli-Desember. 
Sulastri, Tuti. 2007. “hubungan motivasi berprestasi dan disiplin dengan kinerja dosen,” 
Jurnal optimal,” Vol. 1 No. 1 Maret. 
Vol. 6 No. 2 Juli 2013  Jurnal Al-‘Adl 
161 
Zainal, Khalim & Hassan, Wan Zulkifli Wan. 2009. “Pendekatan Islam Dalam Menangani 
Masalah Disiplin Tegar dalam Kalangan Pelajar Sekolah”, Journal of Islamic and 
Arabic Education 1 (2)  
Hasil wawancara dengan para pimpinan lembaga tanggal 1 Agustus 2013. 
Hasil wawancara dengan  bagian umum dan kepegawaian  tanggal 1 Agustus 2013. 
Hasil wawancara dengan dosen, 17 Juni 2013. 
Hasil observasi  tanggal 20 Juni 2013. 
Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga bidang akademik tanggal 1 Agustus 2013. 
Hasil observasi 18 Juni 2013. 
Hasil observasi tanggal 31 Agustus 2013 
Hasil wawancara, 3 September 2013 
Hasil wawancara, 3 September 2013 
Hasil observasi , 23 Mei 2013. 
Hasil wawancara, 3 September 2013. 
Dokumen daftar hadir bulan Juni 2013. 
Hasil wawancara dengan dosen tanggal 2 September 2013. 
Hasil wawancara dengan dosen tanggal 3 September 2013. 
Hasil wawancara dengan dosen tanggal 2 September 2013. 
Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga bidang kepegawaian tanggal 1 Agustus 2013. 
Hasil wawancara dengan dosen 20 Oktober 2012. 
Hasil pengamatan peneliti 2011-2013. 
UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian 
UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 
Permenag RI no. 28 tahun 2013 tentang 
Jurnal Al-‘Adl  Vol. 6 No. 2 Juli 2013 
162 
 
